
  

 
 

 
 
 

 
 

PROVINSI BANTEN 

PERATURAN  BUPATI PANDEGLANG 

 
NOMOR   1  TAHUN   2015 

 
TENTANG 

 

BESARAN  TUNJANGAN  PERUMAHAN  BAGI  PIMPINAN 
DAN  ANGGOTA  DEWAN  PERWAKILAN  RAKYAT  DAERAH 

KABUPATEN  PANDEGLANG   

 
 

BUPATI  PANDEGLANG, 
 

 

Menimbang : a. bahwa  sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah 
Kabupaten Pandeglang Nomor 11 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang, 
telah ditetapkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 1 Tahun 

2006 tentang Penyesuaian Besaran Tunjangan Perumahan 
Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Pandeglang Tahun 2006; 
 

b. bahwa sehubungan dengan perkembangan perekonomian 

saat ini yang berdampak pada kenaikan harga yang 
ditindaklanjuti dengan rapat kerja Pemerintah Kabupaten 

Pandeglang dengan DPRD Kabupaten Pandeglang yang dalam 
pembahasannya menyetujui tentang adanya penyesuaian 
terhadap besaran uang sewa rumah Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 
 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b serta sesuai dengan ketentuan 
Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah, perlu ditetapkan 

Peraturan Bupati tentang Besaran Tunjangan Perumahan 
bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Pandeglang; 
    

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol 

(Lembaran Negara Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3363); 
 

   

2. 
 

 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang 
Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 

2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4101); 



  

 
  3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 
 

  4. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

   

5. 

 
 
 

 
 

 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4400); 
 

  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5568); 
 

  7. 
 

 
 

 
 

 

 
 

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 
tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 
 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang 
Ketentuan Keprotokoleran mengenai Tata Tempat, Tata 

Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3432); 
 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4712); 
 

  
 

10. 
 

 

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara  Republik Indonesia Nomor 4578); 



  

 
11. 

 
 
 

 
12. 

 
 

 
 
 
 

13. 
 

 

 
 
 
 
 
 

14. 
 

 
15. 

 
 

 

 
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sistem 

Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 5165); 
 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 11 Tahun 
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2004 
Nomor 29 Seri D.11) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang 
Nomor 29 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 11 Tahun 

2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2007 
Nomor 29); 
 

Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 
2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 3); 
 

 

Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 

2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Pandeglang Tahun 2014 Nomor  7); 
 

 

MEMUTUSKAN : 

 
 

Menetapkan     : PERATURAN  BUPATI  PANDEGLANG  TENTANG    
BESARAN  TUNJANGAN  PERUMAHAN  BAGI  PIMPINAN  

DAN  ANGGOTA  DEWAN  PERWAKILAN  RAKYAT  DAERAH  
KABUPATEN  PANDEGLANG. 

 
Pasal  1 

 

(1) Besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang ditetapkan sebagai berikut: 

 
 

No Jabatan Besaran Tunjangan Per Bulan 

 

1. 
 

2. 
 
3. 

 

Ketua DPRD 
 

Wakil Ketua DPRD 
 
Anggota DPRD 

 

 

Rp. 7. 250. 000,- 
 

Rp. 7. 000. 000,- 
 

Rp. 6. 750. 000,- 

 
 



  

(2) Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan 
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang 

(Anggaran Belanja Pos DPRD). 
 

 

Pasal  2 
 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pandeglang 

Nomor 1 Tahun 2012 tentang Besaran Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang, dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

 
Pasal  3 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang. 

 

 Ditetapkan  di     Pandeglang 
          pada tanggal 2 Januari 2015 
 

BUPATI   PANDEGLANG, 
 

 
 
 

ERWAN  KURTUBI 
 

 
Diundangkan   di    Pandeglang  
pada tanggal  2 Januari 2015   

                    

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG, 
 

                            

 
 

     AAH WAHID MAULANY 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN   2015 NOMOR   1           

 

 
 
Mur-Perbup-Perumahan-DPRD-15 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 



  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 


